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BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR  13   TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 

TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN 

PERANGKAT DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015, Besaran penghasilan tetap Kepala Desa 

dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur Junto Undang - Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

  3.  Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2015 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah  Desa (Berita Negara Tahun 2016               

Nomor 6); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

dan 

BUPATI SIDOARJO 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 

NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN 

KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.  

 

Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 

Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

 

                                                                 Ditetapkan di Sidoarjo 

  pada  tanggal  21 November 2016 

        

           BUPATI SIDOARJO,  

                     

  

                    ttd 

 

              SAIFUL ILAH 
 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal   28 Nopember 2016 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN SIDOARJO,  

 

               ttd 

 

 VINO RUDY MUNTIAWAN  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI D 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA 

TIMUR : NOMOR 361-13/2016 


